NOMOR 81

BERITA DAERAH

EABUPATEN MAJALENGEA

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR T8 TAHUN 2020

TENTANG

PENQELOLAAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

DI EABUPATEN MAJALENGEA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGEA,

bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sekit
Umum Daerah di Kabupaten Majalengka
menyelenggarakan  kegiatan  operasional  pelayvanan
Keachatan bag masyarakat;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1] Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum
Daerah dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan
dengan |kegiatan operasional dan/atau  perikatan
perjanjian dengan pihak lain;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huref a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 fentang Badan Layanan
Umum Daerah, perlu menctapkan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek
Badasn Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah di Kabupaten Majalengka.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah dinbah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tashun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daecrah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambehsn Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 2851);

2. Undang-Undang ...... 2




Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 {entang
Kesehatan |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor S063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang REumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Tahun 2015 Momor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tabhun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 lentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 31,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4488}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/Dacrah (Lembaran Negsra Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolasn Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah divbah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Penpelolasn Badan Layenan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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Menetapkan :

10.

F1:

12,

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor T7/PME.05/2009
tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan MNomor 42/PME.05/2018 tentlang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada
Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor S88);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten
Majalenglka Tahun 2019 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

FPERATURAN BUPATI TENTANCG PENGELOLAAN
UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI
KABUPATEN MAJALENGEA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Paszal 1

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengla.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintsh Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerabh menurul asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam

sisterm dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

schagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
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1Lk,

12.

13.

(1)

(2]

Pemerintah Daerah adalah Bupath sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom,

Bupat adalah Bupati Majalengha.

Rumah Sakit Umum Daerah yvang sclanjutnya disingkat RSUD adalah
Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Majalengka.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daecrah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnys.

Direktur adalah Direlktur REUD.
Pejabat Kenangan BLUD RSUD adalah Pejabat Keuangan RSUD.
Pejabat Telmis BLUD REUD adalah Pejabat Teknis RSUD.

Utang/Pinjaman BLUD REUD vang selanjutnya discbut utang/pinjaman
adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD R3UD menerima
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uvang dari pihak lain
sehingpa BLUD RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar

kembali.

. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang

dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai utang/pinjaman
antara BLUD RSUD dengan pemberi pinjaman.

Rencana Bisnis dan Anggaran yvang seclanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan
sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebaga Bendahara Unmm
Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan scbagai pedoman dan acuan bagi
BLUD RSUD dalam melaksanakan pengajuan utang/pinjaman jangka
pendelk.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi
pengelolaan utang/pinjaman jangka pendek pada BLUD RSUD.

Bagian Hetiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati inl mengatur mengenai pengelolaan pinjaman
BLUD ESUD jangka pendel.
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BAB 11
PELAKSANAAN UTANG/PINJAMAN JANGEA PENDEK

Bagian Kezatu

Uhmum
Pasal 4

BLUD RSUD dapat melakukan utang jangka pendek sehubungan dengan
kegitan operasional dan/atau perikatan utang dengan pihak lain.

Pihak lain schagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan
usaha dalam negeri baik berupa lembaga keunangan perbankan maupun
non perbankan atau badan usaha lainnya.

Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
utang yang memberikan manfaatl kurang dari 1 (satu) tahun yang tmbul
karena kegiatan operasional dan/atsu yang dipercleh dengan tujuan
untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah
proveksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran
kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 5

Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman
BLUD RSUL.

Barang milik Pemerintah Daerah dilarang dijadikan jaminan pinjaman
jangka pendek BLUD RSUD.

Baginn Kedua
Persyaratan

Pasal &

Persyaratan yang wajib dipenuhi dalam melakukan utang jangka pendek
adalah sebagai berikult :

a.

Kegiatan yang dibiayai dari pendapatan BLUD RSUD telah tercantum
dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran berjalan, namun
dana vyang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup
kebutuhan / kekurangan untuk membiayai kegiatan dimaksud.

Kegiatan yang aken dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

Saldo kas dan setara kas BLUD RSUD tidak mencukupi atau tidak
memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan

Apabila BLUD RSUD akan mengajukan kembali pinjaman, tetapi pinjaman
sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman yang diizinkan sebesar
sisa pinjaman sebelumnya ditambah jumlah pinjaman baru tidak melebihi
50% (limapuluh persen) dari jumlah penerimaan BLUD RSUD tahun
anggaran sebelumnya.




Bagian Eetiga
Kewenangan dan Batas Utang/Pinjaman

Pagal 7

Kewenangan persetujuan atas utang jangka pendek diberikan oleh :
a, Direltur BLUD RSUD, untuk utang yang bernilai sampai dengan 10%

(1)

(2)

(1)

(2)

(3

(4)

{sepuluh persen} dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran
sebelumnya vang tidak bersumber dar APBN/APBD dan hibah terileat.

Direkitur BLUD RSUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk pinjaman
yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15 % (lima belas
persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya
vang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Bagian Keempat
Melkanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 8

Utang yvang berupa uang, Direkiur BLUD R3UD mengajukan pinjaman
kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelangkapan
administrasi yvang diperlukan.

Utang yang berupa barang/jasa, Dircktur BLUD RSUD melakukan
pinjaman kepada pihak lain melalui perjanjian pengadaan barang/jasa
sesuai prosedur dan kelenghkapan administasi yang diperlukan,

Pazal 9

Perikatan utang/pinjaman jangka pendek antara BLUD RSUD dengan
calon pemberi utang dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman.

Perjanjian utang/pinjaman scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan setelah persyaratan dan ketentuan dipenuhi.

Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Direktur BLUD RSUD dengan pemberi utang.

Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai beriloat :

pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
jumlah utang;

hak dan kewajiban para pihak;

jangka waktu ntang;

peruntukan utang,

persyaratan utang;

tata cara pencairan utang,

tata cara pembayaran utang; dan
ketentuan lainnya yang diperlukan,

H e s TP
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Bagian Kelima
Pembayaran

Pasal 10

Pembayaran utang jangka pendek merupakan kewajiban pembayaran kembali
utang yvang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

(1)

(2

(3)

(4]

(5

(1)

(2]

Pasal 11

Pejabat keuangan BLUD RSUD melaksanakan pembayaran pokok
pinjaman, bunga dan biaya lainnya pada sasi jaluh tempo sesuai dengan
perjanjian utang.

Kewajiban yang timbul schagai akibat dari Perjanjian utang merupakan
tanggpung jawab BLUD RSUD.

Direktur BLUD RSUD dapal melakukan pelampauan bunga dan pokok
sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam
RBA.

Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagairnana
dimaksud pada ayat (3) dinsulkan dalam RBA perubahan.

Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo
melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA perubahan, Direktur BLUD
RSUD dapat melakukan pelampausan pembayaran dan melaporkannya
dalam laporan keuangan kepada Bupab melalui PPED.

Bagian Keenam
Penatausahaan Pinjaman

Pasal 12

Pejabat  Keuangan BLUD RSUD melaksanakan penatausahaan
utang/pinjaman jangka pendek.

Penatausahaan utang/pinjaman jangka pendek mencakup kegialan @

a. adminsitrasi pengelolaan pinjaman; dan
b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

Pasal 13

Setiap penerimaan utang/ pinjaman BLUD RSUD disetor dan dibukukan dalam
rckening BLUD RSUD.

(1)

Bapgian Ketujuh
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pazal 14

Direktur BLUD RSUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas
pengelolaan utang jangla pendek.

(2) Dalam ...... 8




(2] Dalam hsl terdapat penyelesaian kewajiban yang lambat atau penyerapan
utang yang rtendsh, Direktur BLUD RSUD mengambil langkah
penyelesaian,

(3) Dircktur BLUD RSUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai
dari utang paling sedikit setiap semester berdasarkan asasaran dan/fatau
standar kinerja yvang telah ditetapkan.

Pasal 15

{1} Pejabat keuangan BLUD R3UD menyampaikan laporan bulanan kepada
Direlktur BLUD RSUD mengenai realisasi penhverahan dan pembayaran
kewajiban vang timbul akibat utang jangka pendel.

{2) Pejabat teknia BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada
Direltur BLUD RSUD mengenai realisasi kepiatan yvang diblayal utang
jangka pendek.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2] disampaikan
oleh Direktur BLUD RSUD kepada Dewan Pengawas.

BAB 11
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati imi mulai berlaku, ketentuan mengenai
pengelolaan utang BLUD RSUD dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Bumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pazal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglkan,

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan penpundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengla.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Agustus 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA S0BAHI

Diundangkan ...... o9




Diundangkan di Majalengia
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGEA,

ttd

EMAN SUHERMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGEA TAHUN 2020 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya,

~~ KEPALA BAGIAN HUKUM
| -SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

S

. DEDESUPENA NURBAHAR
o (NIRT9651225 198503 1 003
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